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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai
Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan
Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administratif Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye
Pemilihan Umum;

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15
Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
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ll. Imbauan

Menjelang Tahapan Masa Tenang Pemilu yang berlangsung tanggal 11 s.d 13

Februari 2024, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai

berikut:

a. Bahwa ketentuan Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum mengatur bahwasanya ‘Kampanye Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21
(dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang”.

b. Bahwa ketentuan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:

(1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3
(tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

(2) Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana,
peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang
menjajikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

a. tidak menggunakan hak pilihnya;

b. memilih Pasangan Calon;

c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;

d. memilih calon anggota DRP, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
tertentu; dan/atau

e. memilih calon anggota DPD tertentu.

c. Bahwa ketentuan Pasal 287 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum mengatur bahwasanya ‘Media massa cetak, media
daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam, jejak Peserta
Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu
yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu”.

d. Bahwa ketentuan Pasal 449 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum mengatur bahwasanya ‘Pengumuman hasil survey atau
Jjajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
dilakukan pada Masa Tenang".

e. Bahwa ketentuan Pasal 509 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum mengatur bahwasanya “Setiap orang yang mengumumkan hasil
survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, berdasarkan tugas Bawaslu untuk

melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka
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1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada seluruh
Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran lainnya dalam
tahapan Masa Tenang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak menyiarkan berita, iklan, rekam, jejak Peserta Pemilu, atau bentuk
lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang
menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;

2. Mempedomani terhadap aturan sebagaimana yang tertuang didalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemilu yang
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam point diatas,
Bawaslu akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan
terima kasih.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip
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